                                                                                                                                                                                                           BAB I   

PENDAHULUAN

1.1.  Informasi Umum
· Pembentukan SKPD
Dinas Perhubungan  Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja badan/kantor daerah Propinsi Sumatera Barat, Dinas Perhubungan Prop Sumbar merupakan perangkat Daerah Provinsi Sumatera barat sebagai unsur pelaksana teknis pemerintah Provinsi di bidang Perhubungan Darat, Laut dan Udara berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Sekretaris Daerah.

· Visi 
Visi Kepala Daerah yaitu : “ Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”.

· Misi
Untuk Dinas Perhubungan masuk dalam misi 6 yaitu :

a. Meningkatkan pembangunan Infrastruktur Berkeadilan dan Berkelanjutan;
b. Mewujudkan keamanan, keselamatan dan kenyamanan transportasi dengan cara meningkatkan pelayanan, fungsi forum koordinasi lalu lintas angkutan & peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan transportasi. 
· Tujuan terwujudnya infrastruktur yang handal dan merata.
· Sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi.
1.2.   Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Reformasi manajemen keuangan negara, ditandai dengan diluncurkannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara) membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara  harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif.

Upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara  menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan  dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Seiring hal tersebut,  Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat disusun  dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas  pelaksanaan  APBD TA 2022. 
Sebagai  wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan yang disusun  meliputi : 

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

2. Neraca, 

3. Laporan Operasional (LO)

4. Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Keuangan disusun bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

· menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pembiayaan dalam  periode berjalan.
· menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.
· menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
· menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
· menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber penerimaannya.
· menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan.
Dalam  penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat  berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan untuk penerapannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Selanjutnya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor  238/PMK-05/2011 tentang  Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah maka disusunlah Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu:

· Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.

· Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

Dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan penjabaran realisasi  APBD TA 2022,  Pemerintah Provinsi Sumatera Barat   mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
1.3.  Landasan Hukum  Penyusunan Laporan Keuangan 

Landasan hukum yang mendasari  penyusunan Laporan Keuangan tahun 2015 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

· Undang-Undang Dasar Republik Indonsia 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat   Undang-Undang Dasar 1945.

· Undang-Undang Nomor 61 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979.
· Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

· Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

· Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

· Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
· Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 

· Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

· Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
· Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
· Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

· Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Hibah 
· Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
· Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
· Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
· Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.

· Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

1.4.  Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas , Laporan Perubahan SAL dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan  mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain  yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta informasi lainnya yang diperlukan.

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan TA  2022  meliputi hal-hal berikut  :
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5.2. Penjelasan Neraca
5.2.1. Aset
5.2.2. Kewajiban
5.2.3. Ekuitas
5.3. Penjelasan Laporan Operasional (LO)
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BAB  II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN  KEUANGAN

SERTA PENCAPAIAN  TARGET KINERJA  APBD

2.1 Ekonomi Makro
Sesuai dengan tugas pokok dalam menyelenggarakan Pemerintah Provinsi dibidang Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi Sumbar diharapkan mampu menciptakan system transportasi yang tertata dengan baik untuk itu langkah-langkah yang perlu diambil adalah :

· Melengkapi sarana dan prasarana perhubungan di kab/kota dan propinsi sesuai kebutuhan secara bertahap.

· Meningkatkan sumberdaya manusia di bidang perhubungan.

Disamping tugas sebagaimana telah dijelaskan diatas yang pada prinsipnya pelaksanaan otonomi daerah di bidang perhubungan prov. Sumbar juga melaksanakan tugas dekosentrasi sesuai dengan kedudukan Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah, yaitu melengkapi fasilitas sarana angkutan jalan melalui satker LLAJ, membangun dermaga dan fasilitas kelengkapan penyeberangan melalui Satker LLASDP. Berdasarkan uraian diatas sangat jelas bahwa peran Dinas Perhubungan sesuai kewenangan pemerintah propinsi dibidang perhubungan mempunyai cakupan yang luas dalam melaksanakan tugas-tugas perhubungan yang diarahkan untuk menata system transportasi di Provinsi Sumbar sesuai kebutuhan.
Dalam rencana kerja tahun 2022, Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Barat menetapkan 4 Program yang didukung oleh 21 Kegiatan dan 47 Sub Kegiatan yaitu :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi 9 Kegiatan;

2) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 8 kegiatan;

3) Program Pengelolaan Pelayaran 3 kegiatan;

4) Program Pengelola Perkeretaapian 2  kegiatan;
2.2 Kebijakan Keuangan

Penggunaan  anggaran yang tersedia dalam DPA Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat  tahun 2022 telah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan dan berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas dan bertanggung jawab.

Pengelolaan keuangan telah dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan dan berpedoman pada peraturan per undang-undangan.

Efektif sebagaimana tersebut diatas merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil sedangkan efisien merupakan pencapaian keluaran (output) yang maksimum, pertanggung jawaban merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Penyusunan APBD Tahun 2022, ditempuh pendekatan budget is a plan, a plan is budget, dimana rencana kerja dan anggaran disusun secara terintegrasi. Alokasi anggaran disesuaikan dengan hasil yang akan dicapai. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran telah diformulasikan dengan jelas dan dilengkapi dengan indikator kinerja.

Adapun pencapaian target kinerja Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut 
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
· Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkar Daerah
Kinerja yang dicapai adalah lancarnya penyusunan perencanaan dan penganggaran pada Dinas Perhubungan  Prov Sumatera Barat untuk 12 bulan.
· Evaluasi Kinerja Perangkar Daerah

Kinerja yang dicapai adalah Terlaksananya Penyelesaian Dokumentasi Evaluasi Kinerja Triwulanan dan Tersedianya Kegiatan Pembuatan Buku Statistik Perhubungan 2021.
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
· Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Kinerja yang dicapai adalah Terlaksananya tertib Administrasi Keuangan berupa penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Perhubugan yang dibayarkan dalam 1 Tahun.

· Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Kinerja yang dicapai adalah Terlaksananya tertib Pengelolaan Keuangan, Pengelola BMD, Pengelola Sistem Informasi dan Pengelola PPHPK.
· Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Kinerja yang dicapai adalah Terlaksananya Penyelesaian Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun.
· Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Kinerja yang dicapai adalah Terlaksananya Penyelesaian Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran.
c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah’
· Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
Kinerja yang dicapai adalah Terlaksananya Penyelesaian Pembuatan Dokumen Laporan Barang Milik Daerah.

· Pemanfaatan Barang Milik Daerah
Kinerja yang dicapai adalah terpenuhinya pelaksanaan untuk Jasa Jaminan Barang Milik Daerah : Gedung 1 unit dan Kendaraan Dinas Operasional 11 unit.
d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
· Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
Kinerja yang dicapai adalah lancarnya pelaporan pengelolaan Retribusi Daerah pada Dinas Perhubungan  Prov Sumatera Barat untuk 12 bulan.
e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
· Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Kinerja yang dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan Pakaian Dinas beserta perlengkapaanya yang disediakan untuk 87 pegawai Tahun 2022.

· Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Kinerja yang dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan ASN Dinas Perhubungan dalam mengikuti Bimtek yang diadakan.

f. Administrasi Umum Perangkat Daerah
· Penyediaan Komponen Instakasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kinerja yang dicapai adalah tersedianya barang komponen instalasi listrik/penerangaan untuk Dinas dan 5 terminal tipe B.
· Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kinerja yang dicapai adalah tersedianya peralatan & perlengkapan kantor yang tersedia 1 Tahun.
· Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Kinerja yang dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan Logistik Dinas selama 1 Tahun.
· Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan
Kinerja yang dicapai adalah tersedianya barang cetakan dan pengandaan untuk Dinas dan 5 terminal tipe B.
· Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 

Kinerja yang dicapai adalah tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan selama 1 Tahun.
· Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kinerja yang dicapai adalah dihadirinya rapat-rapat luar dan dalam daerah selama 12 bulan.
g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

· Pengadaan Mebel

Kinerja yang dicapai adalah tercapainya kebutuhan Mebel untuk Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.
· Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kinerja yang dicapai adalah tercapainya kebutuhan peralatan dan mesin lainnya untuk Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.
· Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kinerja yang dicapai adalah tercapainya kebutuhan sarana dan prasarana gedung kantor.
h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
· Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kinerja yang dicapai adalah terwujudnya kelancaran pengiriman surat menyurat Dinas Perhubungan selama 1 Tahun.
· Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kinerja yang dicapai adalah terbayarnya tagihan listrik, telepon dan air selama satu tahun.
· Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kinerja yang dicapai adalah terpenuhinya tenaga kebersihan, pengamanan, dan sopir kantor  dan 5 terminal tipe B di kab/kota provinsi sumatera barat.
i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
· Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Kinerja yang dicapai adalah terpeliharanya kendaraan Dinas operasional pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat untuk 1 tahun dan terpenuhinya pembayaran pajak selama 1 Tahun.
· Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Kinerja yang dicapai adalah terpeliharanya gedung dan bangunan pada Dinas Perhubungan  serta gedung dan bangunan 5 terminal tipe B Prov Sumatera Barat.
· Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kinerja yang dicapai adalah terpeliharanya alat kantor , alat rumah tangga , alat studio dan pemeliharaan komputer pada Dinas Perhubungan  serta gedung dan bangunan 5 terminal tipe B Prov Sumatera Barat.
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Provinsi

· Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Provinsi
Kinerja yang dicapai terpenuhinya kebutuhan rambu di titik jalan yang dibutuhkan pemasangan rambu dan marka di sepanjang jalur Jalan Provinsi. Pemasangan dii beberapa lokasi yaitu :

· Ruas jalan P.056 Simp. Padang Aro – Lubuk Malako Kab. Solok Selatan.

· Rambu Penunjuk Jurusan dalam mendukung KSPN : Kota Padang (Simp. Sungaii Pisang, Teluk Sirih), Kab. Pesisir Selatan (Tarusan), Kab. Padang Pariaman (Simp. BIM, Simp. Kataping), Kab. Agam (Simp. Gudang).
· Pengadaan Rambu-rambu keselamatan untuk Pengamanan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 di kawasan Mesjid Raya Sumatera Sumatera Barat, Kota Padang dan Ruas Jalan Teluk Bayur – Nipah Purus, Kota Padang.  
· Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan

Kinerja yang dicapai adalah terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasana Jalan di jalan Provinsi Sumatera Barat.
b. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B
· Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B
Kinerja yang dicapai adalah Tercapainya Dokumen Perencanaan Terminal Tipe B Tahun 2022 sebanyak 3 (tiga) dokumen.

· Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal 
Kinerja yang dicapai adalah terlaksananya Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Tahun 2022.
· Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B

Kinerja yang dicapai adalah Meningkatkan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B Tahun 2022.
c. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi

· Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi
Kinerja yang dicapai adalah :

· Terpantaunya jumlah titik daerah rawan kecelakaan lalu lintas, rawan longsor, dan bencana alam.

· Terhitungnya emisi gas rumah kaca sector trasnsportasi.

· Terinspeksinya daerah rawan kecelakann lalu lintas.

· Terlaksananya kegiatan pemakaian kendaraan Derek untuk kasus kecelakaan lalin.

· terlaksananya pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dengan instansi terait.

· terlaksananya tugas-tugas operasional STPJ Provinsi Sumatera Barat.
· Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi

Kinerja yang dicapai adalah terlaksananya Rapat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan PHJD dan PPNS Tahun 2022.
d. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi

· Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin
Kinerja yang dicapai terlaksananya penilaian tentang keselamatan lalu lintas di Jalan Sumatera Barat dan tersedianya penunjang kegiatan 1 paket.
e. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

· Pelansanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor
Kinerja yang dicapai adalah terlaksananya Pra Akreditasi dan Koordinasi Unit Pengujian kendaraan Bermotor Tahun 2022.
· Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal

Kinerja yang dicapai adalah terselenggaranya Pemeriksaan Laik Jalan Angkutan Penumpang Umum, terselenggaranya pemeriksaan perizinan kendaraan angkutan penumpang umu diterminal / jalan.

· Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor

Kinerja yang dicapai adalah terbinanya dan terciptanya perubahan perilaku pengemudi/awak kendaraan umum di Sumbar agar lebih tertib.
f. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota

dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam1 (satu) Provinsi
Kinerja yang dicapai adalah terlaksananya Monitoring dan Pembinaan Penyelenggaraan Angkutan Perintis, terlaksananya pembinaan dan terawasinya bengkel karoseri industri kendaraan bermotor dan terlaksananya Pembinaan Pengusaha Angkutan Umum di Provinsi Sumatera Barat.

g. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam system Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Kinerja yang dicapai adalah terlaksananya perawatan system informasi perizinan angkutan umum.

3. Program Pengelolaan Pelayaran
a. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah daerah Provinsi

· Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehen izin usaha ANgkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Kinerja yang dicapai adalah terlaksananya keselamatan dan tertibnya perizinan angkutan pelayaran.
· Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Iizn Usaha Angkutan Laut kewenangan Provinsi
Kinerja yang dicapai adalah terlaksananya pengawasan pelaksanaan usaha angkutan Laut Perintis.

b. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoprasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 
1 (satu) Daerah Provinsi

· Pengendalian dan Pengawasan jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi

Kinerja yang dicapai adalah terlaksananya pengawasan terhadap pelayanan penyeberangan perintis dan angkutan pelayaran rakyat di Sumatera Barat.
c. Penerbitan Izin Usaha jasa terkait berupa Bongkar Muat Barang, jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas
· Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin usaha Jasa terkait Berupa Bongkar Muat Barang Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewa Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas
Kinerja yang dicapai adalah terlaksananya pengawasan terhadap perusahaan penunjang angkutan laut.
d. Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Limgkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional
· Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional

Kinerja yang dicapai adalah tersusunya dokumen DLKR/DLKP Pelabuhan Tua Pejat.
e. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
· Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
Kinerja yang dicapai adalah terlaksananya pengawasan, sinkronisasi dan koordinasi terkait Pelabuhan Pengumpan Regional.
4. Program Pengelolaan Perkeretaapian

a. Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian

· Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian
 Kinerja yang dicapai adalah Terealisasinya Keselamatan Perkeretaapian.
b. Penertiban Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
· Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi
Kinerja yang dicapai adalah tersedianya data jumlah kecelakaan KA dan data Volume Lalin pada Perlintasan Sebidang.
c. Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi

· Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi

Kinerja yang dicapai adalah terlaksananya perbaikan dan pembuatan pagar atau pembatas kecepatan dan keselamatan pada lintas sebidang jalan KA dengan jalan raya dan tersedianya fasilitas keselamatan pada perlintasan sebidang KA.
d. Penertiban Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi dan Penetapan Jalur KA Khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

· Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasalan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur KA Khusus yang jaringannya menjadi kewenangan Provinsi

Kinerja yang dicapai adalah tersedianya data penyelenggaraan dan pengawasan angkutan KA di Sumatera Barat.
BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar  Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

 Capaian Kinerja Keuangan dalam Pelaksanaan dan Pengelolaan APBD Tahun 2022
 dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1.1 Pendapatan
Dalam Tahun 2022 Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat merencanakan Penerimaan Pendapatan Daerah melalui APBD sebesar Rp. 300.000.000,00 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.
Tahun 2022 Dinas Perhubungan memiliki 2 (dua) sumber pendapatan asli daerah yaitu Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang Bus  Umum dan Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya dilingkungan Terminall sebagaimana rincian table dibawah ini.
· Perbandingan Realisasi dengan Target Pendapatan 2022
	A
	              Pendapatan
	Anggaran
	 Realisasi
	
	Lebih/

kurang

	
	
	Rp
	Rp
	%
	

	1
	Pendapatan Asli Daerah
	300.000.000,-
	292.582.000,-
	97.53
	10.487.000,-

	
	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang Bus  Umum
	250.000.000,-
	216.327.000,-
	86.53
	33.673.000,-

	
	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya dilingkungan Terminal 
	50.000.000,-
	76.255.000,-
	152.51
	(26.255.000,-)

	
	                    Jumlah
	300.000.000,-
	292.582.000,-
	97.53
	7.418.000,-


Penjelasan Tabel :
Untuk Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2022 ditargetkan sebesar 
Rp.  300.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 292.255.000 (97.53%) dengan penjelasan sebagai berikut :
· Retribusi Layanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum target sebesar Rp. 250.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 216.3273.000,- (86.53%). 
· Retribusi Layanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal ditargetkan sebesar Rp. 50.000.000,00 teralisasi sebesar Rp. 76.2550.00,- (152.52%). Retribusi layanan penyediaan fasilitas lainnya ini merupakan retribusi dari lapak yang ada di 5 Terminal Tipe B tetapi hanya 1 terminal yang ada lapaknya yaitu Terminal Bukit Surungan Padang Panjang sebanyak 7 lapak dimana masing-masing lapak hanya ditarik retribusi sebesar Rp. 3.000/hari. rendahnya angka realisasi ini disebabkan terlalu tingginya target yang ditetapkan, dan perlu untuk dilakukan evaluasi di Tahun berikutnya. 
3.1.2 Belanja

Belanja daerah untuk Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat sejumlah 
Rp. 17.260.017.358,00, direncanakan untuk membiayai :

· Belanja Pegawai

Rp.     8.694.979.778,-  
· Belanja Barang dan Jasa
Rp.     7.882.722.150,-
· Belanja Modal

Rp.        682.315.430,-
Total


Rp.    17.260.017.358,-
Total realisasi belanja daerah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 16.713.545.918,70 Jumlah  tersebut  mencapai 96,83% dari  anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. 17.260.017.358,- dengan rincian sebagai berikut:
	B
	           Belanja
	Anggaran
	Realisasi
	Lebih/Kurang

	
	
	Rp
	Rp
	%
	

	
	Belanja Daerah
	17.260.017.358
	16.713.545.918,70
	96.83
	546.471.439.30

	A
	Belanja Pegawai
	8.694.979.778
	8.410.636.078
	96.73
	284.343.700

	B
	Belanja Barang dan Jasa
	7.882.722.150
	7.642.020.090,70
	96.95
	240.702.059.30

	C
	Belanja Modal
	682.315.430
	660.889.750
	96.86
	21.425.680

	
	Peralatan dan Mesin
	613.954.046
	592.589.750
	96.52
	21.364.296

	
	Gedung dan Bangunan
	68.361.384
	68.300.000
	99.91
	61.384

	
	              Jumlah
	17.260.017.358
	16.713.545.918,70
	96.83
	546.471.439.30




(dalam satuan rupiah)

Pada Belanja pegawai dari yang dianggarkan sebesar Rp. 8.694.979.778,- terealisasi sebesar Rp. 8.410.636.078,- atau  sebesar  96.73% .


Pada belanja barang dan jasa dari anggaran yang direncanakan yaitu sebesar 
Rp. 7.882.722.150,00 terealisasi sebesar Rp. 7.642.020.090,70 atau sebesar 96.95%. Sedangkan untuk belanja modal anggaran sebesar Rp. 682.315.430,- terealisasi sebesar Rp. 660.889.750,- atau sebesar   99.91%.
Pencapaian realisasi keuangan atas program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam DPA Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi;
Program ini mempunyai 9 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 12.827.548.776,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.418.265.542,80,- atau 96.81%, dengan 9 kegiatan sebagai berikut:
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkar Daerah
Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 92.378.170,- dan Realisasi sebesar 

Rp. 89.935.176,- atau  97,36% dan bersisa Rp. 2.442.994,- yang merupakan efisiensi belanja BBM, Honorarium kegiatan Forum OPD, Lembur dan Belanja Perjalanan Dinas.
b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 120.319.040,- dan Realisasi sebesar 
Rp. 118.819.550,- atau 98,75% dan bersisa Rp. 1.499.490,- yang merupakan efisiensi belanja BBM dan Lembur ASN.
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 8.500.719.778,00 dan terealisasi sebesar Rp.8.221.061.578,- atau 96,71% dan bersisa anggaran sebesar 
Rp. 279.658.200,-  yang merupakan sisa Belanja Gaji dan Tunjangan, TPP dan Insentif PAD Terminal yang tidak direalisasikan.
b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 187.610.000,- dan terealisasi sebesar 
Rp. 182.924.500,- atau 97,50% dan bersisa anggaran sebesar Rp. 4.685.500,- yang merupakan Sisa Honor  Pengelola Keuangan SKPD. 
c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 37.829.750,- dan terealisasi sebesar 
Rp. 35.954.721,- atau 95,04% dan bersisa anggaran sebesar Rp. 1.875.029,- yang merupakan Sisa Belanja Lembur ASN.
d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 63.568.640,- dan terealisasi sebesar 
Rp. 62.667.800,- atau 98,58 % dan bersisa anggaraan sebesar Rp. 900.840,- yang merupakan sisa belanja BBM dan belanja lembur ASN.
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
a. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 42.543.000,- dan terealisasi sebesar 
Rp. 42.466.462,- sisa belanja Rp. 76.538,- atau 99,82%.
b. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 45.000.000,- dan terealisasi sebesar 
Rp. 40.444.946,- atau 89,88 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 4.555.054,- yang merupakan sisa dari Belanja Pajak, Bea dan Perizinan.
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
a. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.128.874.750,- dan terealisasi sebesar 
Rp. 89.528.331,- atau 69.47 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 39.346.419,- yang merupakan sisa dari Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Makanan dan Minuman Aktifitas Lapangan, dan Belanja Lembur yang salah dalam penghitungan penganggaran.
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya Kelengkapannya
Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 95.000.000,- dan terealisasi sebesar 
Rp. 94.840.790,- atau 99,83 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 159.210,- yang merupakan sisa Belanja Pakaian DInas Harian (PDH).
b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 68.076.949,- dan terealisasi sebesar 
Rp. 67.851.846,- atau 99,67 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 225.103,-.
Administrasi Umum Perangkat Daerah;
a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 35.000.000,-  dan terealisasi sebesar 
Rp. 34.989.000,- atau 99,97 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 11.000,-.
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 11.556.760,-  dan terealisasi sebesar 
Rp. 11.355.500,- atau 98,26 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 201.260,-.
c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Kegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 156.309.800,-  dan terealisasi sebesar Rp. 155.343.800,- atau 99,38 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 966.000,- yang merupakan efisiensi belanja Cetak dan Perlengkapan Kantor.
d. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan 

Kegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 55.000.000,-  dan terealisasi sebesar 
Rp. 54.988.258,- atau 99,98 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 11.742,-.

e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp 26.000.000,-  dan terealisasi sebesar 
Rp. 25.935.000,- atau 99,75 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 65.000,-.
f. Penyelenggaraan  Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

Kegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 345.576.025,-  dan terealisasi sebesar Rp. 345.386.684,- atau 99,95% dan bersisa anggaran sebesar Rp. 189.341,-.
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 44.821.520,- dan terealisasi sebesar 
Rp. 44.395.200,- atau 99,05% dan bersisa anggaran sebesar Rp. 426.320,-.
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 14.000.000,- dan terealisasi sebesar 
Rp. 13.682.350,- atau 97,73% dan bersisa anggaran sebesar Rp. 317.650,-. 
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 287.446.660,- dan terealisasi sebesar 
Rp. 277.318.140,- atau 96,48% dan bersisa anggaran sebesar Rp. 10.128.520,- yang merupakan sisa dari realisasi Belanja Tagihan Telepon, Air selama 1 Tahun.
c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.699.443.088,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.670.284.623,- atau 98,28% dan bersisa anggaran sebesar 
Rp. 29.158.465,- yang merupakan efisiensi dari sisa Kontrak. 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 257.540.720,- dan terealisasi sebesar 
Rp. 247.526.030,- atau 96,11% dan bersisa anggaran sebesar Rp. 10.014.690,- yang merupakan efisiensi yang berasal dari sisa belanja belanja Pajak dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas.
b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 178.100.000,- dan terealisasi sebesar 
Rp. 177.702.017,80 atau 99,78% dan bersisa anggaran sebesar Rp. 397.982,20,-
  c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 41.835.000,- dan terealisasi sebesar 
Rp. 35.597.990,- atau  85.90% dan bersisa anggaran sebesar Rp. 35.597.990,- yang merupakan efisiensi yang berasal dari efisiensi belanja barang pakai habis, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor.

2.   Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
 Program ini mempunyai 8 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 3.718.357.794,- dan

 terealisasi sebesar Rp. 3.625.977.943,90,- atau 97,52%, dengan Sub kegiatan sebagai
 berikut :
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi;
a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi

Kegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 686.879.582,- dan terealisasi sebesar Rp. 675.832.633,09,- atau 98,39% dan bersisa anggaran sebesar Rp. 11.046.948,91,- yang merupakan sisa kontrak, jasa konsultasi dan Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah.
b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
Kegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 190.917.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 178.069.835,81,- atau 93,27 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 12.847.664,19,- yang merupakan sisa kontrak, Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu, dan efisiensi belanja Perjalanan Dinas dalam daerah dalam rangka pemeliharaan prasarana jalan.
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B

a.  Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B

Kegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 221.963.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 219.058.486,- atau 98,69% dan bersisa anggaran sebesar Rp. 2.904.514,- yang merupakan sisa dari belanja BBM  dan belanja makan minum rapat.
b. Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
      Kegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 84.145.250,- dan terealisasi sebesar
      Rp. 81.410.620,- atau 96,75% dan bersisa anggaran sebesar Rp. 2.734.630,- yang
      merupakan sisa belanja Kawat/Faximili/Internet/Tv Berlangganan.
c. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
Kegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 125.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 124.904.735,- atau 99,92% dan bersisa anggaran sebesar Rp. 95.265,-.

d. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B
      Kegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 115.000.000,- dan terealisasi sebesar
      Rp. 106.357.194,- atau 92,48% dan bersisa anggaran sebesar Rp. 8.642.806,- yang merupakan sisa dari Belanja BBM, Belanja Honorarium Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dan Belanja Lembur.
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi;
a. Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi

Kegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 563.069.659,- dan terealisasi sebesar
Rp. 560.057.011,- atau 99,46% dan bersisa anggaran sebesar Rp. 3.012.648,- yang
merupakan efisiensi dari Belanja Honorarium Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, honorarium, Belanja makan minum rapat dan Belanja jasa penulis.
b. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi
Kegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp 1.100.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.094.214.952,- atau 99,47 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 5.785.048,- yang merupakan efisiensi dari sisa kontrak, Belanja pemeliharaan bangunan gedung kantor, belanja jasa kantor dan belanja sosialisasi.
Persetujuan Hasil Analisis dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk jalan Provinsi;

a. Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin 

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 9.583.293,- dan terealisasi sebesar 
Rp. 8.013.250,- atau 83.62 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 1.570.043,- yang merupakan efisiensi belanja perjalanan dinas dan sisa belanja cetak.
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan;
a.  Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan

     Bermotor

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 44.217.600,- dan terealisasi sebesar 
Rp. 44.180.600,- atau 99.92 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 37.000,-.
b.  Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 144.802.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 144.734.400,- atau 99.94 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 105.000,-.
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
a. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Kegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 242.999.510,00 dan terealisasi sebesar Rp. 238.045.378,00 atau 97.96 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 4.954.132,00 yang merupakan sisa belanja BBM, Bahan Cetak, Bahan Komputer, Sewa Alat Kantor Lainnya.
b. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi
Kegiatan ini dialokasikan anggaraan sebesar Rp. 109.780.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 81.529.849,00 atau 74.27 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 28.250.151,00 yang merupakan efisiensi belanja perjalanan dinas dalam daerah dan sisa belanja cetak, serta makan minum rapat.
       Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Kab/Kota

       Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
a.  Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Perizinan Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Provinsi Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 
Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 80.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 69.569.000,00 atau 86.96 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 10.431.000,00 yang merupakan sisa pengadaan, belanja modal personal komputer, belanja modal peralatan personal komputer, belanja bahan cetak dan bahan komputer.
3. Program Pengelolaan Pelayaran
Program ini mempunyai 3 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 623.939.538,00 dan terealisasi sebesar Rp 593.566.487,00 atau 95.13 %, dengan Sub kegiatan sebagai berikut :
Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili Dalam Wilayah

dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kab/Kota dalam Wilayah Daerah

Provinsi;
a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut
      Kewenangan Provinsi
Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 115.620.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 114.823.520,00 atau 99.31 %  dan bersisa anggaran sebesar Rp. 796.480,00 yang merupakan sisa belanja Makanan dan Minuman Rapat dan efisiensi Belanja perjalanan dinas.
Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
a.   Pengendalian dan Pengawasan Jaringan lintas Penyeberangan dan Persetujuan
      Pengoperasian Kapal Penyeberangan lintas Pelabuhan antar Daerah Kab/Kota dalam

      Daerah Provinsi
Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 83.424.538,00 dan terealisasi sebesar 
Rp. 83.394.330,00 atau 99.96 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 30.208-.
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional;
a. Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional
Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 8.160.000,00 dan terealisasi sebesar 
Rp. 8.160.000,00 atau 100 %.
b. Pengoprasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional
      Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 309.735.000,00 dan terealisasi sebesar  
Rp. 286.494.719,00 atau 92.50 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 23.240.281,00 yang merupakan efisiensi belanja Jasa Konsultasi P3D Pelabuhan dan efisiensi belanja Perjalanan Dinas.
c. Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 107.000.000,00 dan terealisasi sebesar 
Rp. 100.693.918,00 atau 94.11 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 6.306.082 yang merupakan sisa belanja kertas dan cover, bahan cetak, makanan dan minuman rapat, sewa alat angkutan apung bermotor untuk penumpang.
4. Program Pengelolaan Perkeretaapian
Program ini mempunyai 32kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 90.171.250,00 dan terealisasi sebesar Rp 75.735.945 atau 83.99 %, dengan Sub kegiatan sebagai berikut :

Penetapan  Kelas Stasiun  untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kerata Api Provinsi;
a.  Perumusan Kebijakan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi
Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 34.920.000,00 dan terealisasi sebesar  
Rp. 28.819.350,00 atau 82.53 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 6.100.650,00 yang merupakan efisiensi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, sisa anggaran BBM serta makan minum rapat.
Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian

Provinsi

a. Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 55.251.250,00 dan terealisasi sebesar  Rp. 46.916.595,00 atau 82.53 % dan bersisa anggaran sebesar Rp. 8.334.655,00 yang merupakan efisiensi sisa belanja bahan cetak dan efisiensi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan sisa belanja bahan cetak.
3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN


Pada pelaksanaan kegiatan tahun 2022 yang terdiri dari 4 ( empat ) program dan  kegiatan terdapat sub kegiatan yang realisasi keuangannya di bawah 90 %, tetapi tidak ada kendala dalam pencapaian target. Seluruh target pada semua Sub Kegiatan dapat tercapai.
Untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat 2 (dua) Pelaksanaan Kegiatan yang dibatalkan APBD Perubahan yaitu :

1. Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan
2. FS Pelabuhan Penyeberangan Sinakak.
2 (dua) kegiatan diatas tidak terlaksana akibat tidak tersedianya anggaran untuk mengakomodir 2 (dua) kegiatan tersebut. Dinas Perhubungan sendiri sudah berupaya untuk meminta penambahan alokasi anggaran sebesar Rp.  860.639.000,- Melalui Nota Dinas yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, tetapi tidak ada tindaklanjutnya. 
BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta  penyajian laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2022,  Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian Laporan Keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2014 Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat  Nomor 81 Tahun 2015  tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan AkuntansiSistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Satuan Kerja  yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran 2022 adalah BPKAD Provinsi Sumatera Barat. Sesuai dengan fungsi tersebut, unit kerja ini berperan sebagai entitas pelaporan, sehingga berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah  Provinsi Sumatera Barat.

Sesuai ketentuan yang berlaku, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan pengguna anggaran/barang  berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan anggaran dengan menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca  yang disertai dengan catatan atas laporan keuangan.  
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat  adalah  basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.


Pendapatan meliputi semua penerimaan di Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Kas Umum 
Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas  dana lancar dalam periode tahun anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendaharawan pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aktiva dan hutang, yang terklasifikasi atas ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan. 
Mutasi  pos-pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.     

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1) Pengukuran/ Penilaian  Aset

a. Kas                   

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya. 
b. Piutang

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.
c. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan.

d. Persediaan disajikan sebesar :

· Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga beli, ongkos angkut dan biaya lainnya yang secara langsung  dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah  biaya perolehan persediaan terakhir diperoleh.
· Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti  donasi.

e. Investasi Jangka Panjang

Secara umum, Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (at cost).

Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa penyertaan modal pada perusahaan daerah mapun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran porsentase kepemilikkan (saham) dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Jika porsentase kepemilikkan melebihi 20 % dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki kendali signifikan atas manajemen perusahaan maka  digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka digunakan metode biaya      
f. Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/ pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan

g. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika   penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.  Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak lansung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.  

h. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah  pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

i. Jalan, Irigasi dan Jaringan 

Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.                                  

Biaya perolehan untuk  Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun  secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama

j. Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

k. Kontruksi Dalam Pengerjaan

Kontruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan Konstruksi  yang dikerjakan secara swakelola  meliputi :

· Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia, biaya bahan, pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi, penyewaan sarana dan peralatan, serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
· Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi, biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi, dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi. 

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara kontrak meliputi  :

· Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
·  Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga  sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
l. Penyusutan Aset Tetap
· Mulai Tahun 2014 penyusutan telah dilakukan terhadap aset tetap berupa : Gedung dan Bangunan, peralatan dan mesin, jalan irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya
· Nilai yang dapat disusutkan adalah :
· Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2013 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2013.
· Nilai buku merupakan nilai yang tercatat dalam pembukuan
· Untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2013, nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai perolehan
1) Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus, metode garis lurus dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap tahun selama masa manfaat.
2) Pengukuran/ Penilaian  Kewajiban

Kewajiban jangka pendek di SKPD terdiri atas: a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK); 
b) Pendapatan Diterima Dimuka; c) Utang Beban; dan d) Utang Jangka Pendek Lainnya. 

Kewajiban diakui pada saat: 



a)
Dana pinjaman diterima oleh pemerintah; atau 


b)
Dana pinjaman dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan    



pemerintah daerah; atau 



c) 
Pada saat kewajiban timbul.

3) Pengukuran/ Penilaian Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan 
kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

4) Pengukuran/ Penilaian Pendapatan-LRA
Pengakuan Pendapatan-LRA 


Pendapatan diakui pada saat: 

a) Diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau 

b) Diterima oleh SKPD; atau 

c) Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD. 
Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

5) Pengukuran/ Penilaian Belanja
1.Pengakuan Belanja 
a) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. 

b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran. 
2.Pengukuran belanja 

   Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai  

   nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

6) Pengukuran/ Penilaian Pendapatan-LO 

Pengukuran Pendapatan-LO :

a) Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari 
transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar 

b) Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (actual price) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal. 

7) Pengukuran/ Penilaian Beban 

Pengakuan Beban Pada SKPD 

(1)  Beban Pegawai 
Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. 

Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU seperti honorarium non PNS, atau melalui mekanisme LS seperti beban gaji dan tunjangan.
Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, beban pegawai diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah (jika terdapat dokumen yang memadai). 
Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU, beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (misal: bukti pembayaran honor) telah disahkan pengguna anggaran
(2)    Beban Barang 

Beban Barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. Beban barang diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban. 
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada  pos-pos laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada tahun anggaran 2005, dilaksanakan penyusunan neraca awal Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, seiring hal tersebut dilaksanakan penilaian kembali atas  seluruh aset-aset tetap daerah. Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No.07 maka tahun 2014 telah dilakukan penyusutan aset tetap pertama kali sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Gubernur No.05 Tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat   Nomor 81 Tahun 2015  Tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap.
BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 

5.1. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

5.1.1. PENJELASAN POS-POS PENDAPATAN

	No 
	Perkiraan
	Anggaran 2022
	Realisasi 2022
	%
	Tahun 2021

	1
	Pendapatan Retribusi Daerah
	300.000.000,-
	292.582.000,-
	97.53
	255.825.000,-


1. Pendapatan Retribusi Daerah

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Pendapatan  Retribusi  Daerah dalam Tahun Anggaran 2022. Untuk realisasi Tahun 2022 mencapai 97.53 % dari anggarannya. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021, maka terdapat penurunan sebesar 4.8 % dari target yang ditentukan.
Pendapatan ini terdiri dari: 

	Jenis Pendapatan
	Anggaran Rp.
	Realisasi

	
	
	Rp.
	%

	Pendapatan Asli Daerah
	300.000.000,00
	292.582.000,00
	97,53

	Pendapatan Retribusi Daerah
	300.000.000,00
	292.582.000,00
	97,53

	Retribusi Pemakaian  Kekayaan Daerah
	300.000.000,00
	292.582.000,00
	97,53

	- Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum
	250.000.000,00
	216.327.000,00
	86,53

	- Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal
	50.000.000,00
	76.255.000,00
	152,51

	Jumlah
	300.000.000,00
	292.582.000,00
	97,53


Penerimaan pendapatan Retribusi dilaksanakan berdasarkan :

a) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011  tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Pergub Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Juklak Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,
b) Pergub Nomor 35 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengoperasian Mobil Derek.
c) Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2018 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

d) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

5.1.2.  PENJELASAN POS-POS BELANJA
1. Belanja Operasi 
	No
	Perkiraan
	Anggaran 2022
	Realisasi 2022
	%
	Tahun 2021

	1
	Belanja Pegawai
	8.694.979.778,-
	8.410.636.078,-
	96,73
	8.500.900.991,-


a. Belanja Pegawai

Jumlah tersebut merupakan anggaran  dan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 dan 2021. Untuk realisasi Tahun 2022 mencapai 96,73% dari anggarannya. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 terdapat penurunan sebesar 1.09 % yang merupakan efisiensi sesuai kebutuhan, 
Untuk Insentif Pemungutan Retribusi Daerah tidak direalisasikan diakibatkan tidak tercapainya target yang ditentukan, sebagaimana rincian berikut :
	Kode Rekening
	Uarian
	Anggaran
	Realisasi 2022
	Realisasi 2021

	5.1.01.01.
	Belanja Gaji dan Tunjangan
	8.694.979.778,-
	8.410.636.078,-
	5.591.653.766,-

	5.1.1.01.001
	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
	4.187.029.940,-
	4.158.938.137,-
	4.349.032.120,-

	5.1.1.01.002
	Tunjangan Keluarga
	350.000.000,-
	335.255.368,-
	361.288.892,-

	5.1.1.01.003
	Tunjangan Jabatan
	270.000.000,-
	253.804.900,,-
	242.500.000,-

	5.1.1.01.005
	Tunjangan Fungsional Umum
	180.000.000,-
	164.615.000,-
	176.975.000,-

	5.1.1.01.006
	Tunjangan Beras
	225.000.000,-
	217.911.780,-
	233.337.240,-

	5.1.1.01.007
	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
	20.000.000,-
	16.661.460,-
	17.129.299,-

	5.1.1.01.008

5.1.1.01.009

5.1.1.01.010

5.1.1.01.011

5.1.01.01.12
	Pembulatan Gaji
Tunjan Iuran Jaminan Kesehatan 

Iuran Jaminan Kecekalakaan Kerja PNS

Iuran Jaminan Kematian PNS

Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat
	425.000,-
187.500.000,-

13.500.000,-

31.500.000,-

0


	62.841,-
168.201.687,-

8.514.607,-

25.543.951,-

0
	61.677,-

175.710.887,-

8.904.617,-

26.714.034,-

0

	5.1.01.02.
	Belanja Tambahan Penghasilan PNS
	3.026.614.838,-
	2.871.551.847,-
	2.657.537.225,-

	5.1.1.02.001
	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
	3.026.614.838,-
	2.871.551.847,-
	2.657.537.225,-

	5.1.01.03.

5.1.01.03.02
5.1.01.07.
5.1.01.07.01

5.1.01.07.01

5.1.01.08.
5.1.01.08.02
	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
Intensif Pemungutan Retribusi Daerah-Terminal 
Belanja Honorarium
Penanggungjawaban Pengelola

Keuangan
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
Belanja Jasa Pengelolaan BMD
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang tifak menghasilkan
	9.150.000,-
9.150.000,-
190.660.000,-
181.290.000,-

9.370.000,-

3.600.000,-
3.600.000,-


	0

185.974.500,-
176.604.500,-

9.370.000,-

3.600.000,-
3.600.000,-
	0

237.310.000.-

14.400.000,-


	Jumlah
	8.500.719.778,-
	8.410.636.078,-
	8.500.090.991,-


Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 8.500.719.778,00 dan terealisasi sebesar Rp.8.221.061.578,- atau 96,71% dan bersisa anggaran sebesar 
Rp. 279.658.200,-  yang merupakan sisa Belanja Gaji dan Tunjangan, TPP dan Insentif PAD Terminal yang tidak direalisasikan.

Terdapat Pengembalian Belanja (Contra Post) sebesar Rp. 609,00 dengan rincian sebagai berikut :

· Belanja lain-lain gaji PNS Bulan Maret 2022 sebesar 
Rp. 609,00.

Daftar penyetoran kembali Belanja (Contra Post Belanja) dapat dilihat pada lampiran 6.

	No
	Perkiraan
	Anggaran 2022
	Realisasi 2022
	%
	Tahun 2021

	1
	Belanja Barang dan Jasa
	7.882.722.150,-
	7.642.020.090,70
	96,95
	7.279.668.548,22


b. Belanja Barang & Jasa
Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi  Belanja Barang Tahun Anggaran 2022 dan 2021. Untuk realisasi Tahun 2022 mencapai 96.95 % dari anggarannya. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 terdapat peningkatan sebesar 0.87 %  Belanja Barang dan Jasa ini terdiri dari : 
	Kode Rek.
	Uarian 
	Anggaran
	Realisasi 2022

	5.1.02.01.
	Belanja Barang
	1.715.967.856,-
	1.659.059.715,90

	5.1.02.01.01.
	Belanja Barang Pakai Habis
	951.749.514,-
	904.008.797,-

	5.1.02.01.01.002
	Belanja Bahan-bahan Kimia
	2.157.500,-
	2.000.000,-

	5.1.02.01.01.004
	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas
	255.533.266,-
	244.668.999,-

	5.1.02.01.01.009
	Belanja Isi Tabung Kebakaran
	3.405.000,-
	3.110.000,-

	5.1.02.01.01.024
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-ATK
	25.896.600,-
	25.811.100,-

	5.1.02.01.01.025
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover
	52.169.050,-
	50.786.000,-

	5.1.02.01.01.026
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak
	171.686.278,-
	161.019.008,-

	5.1.02.01.01.027
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Benda Pos
	8.143.900,-
	8.140.000,-

	5.1.02.01.01.029
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Komputer
	43.430.620,-
	35.674.100,-

	5.1.02.01.01.031
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Listrik
	36.204.800,-
	36.193.800,-

	5.1.02.01.01.032
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Perlengkapan Dinas
	18.505.000,,-
	18.105.000,-

	5.1.02.01.01.035
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Souvenir/Cendera Mata
	1.950.000,-
	1.950.000,-

	5.1.02.01.01.036
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-kegiatan kantor lainnya
	68.862.500,-
	68.576.000,-

	5.1.02.01.01.052
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
	117.315.000,-
	108.371.000,-

	5.1.02.01.01.053
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu
	4.000.000,-
	4.000.000,-

	5.1.02.01.01.058
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan
	30.690.000,-
	23.963.000,-

	5.1.02.01.01.0059
	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH
	3.500.000
	3.500.000,-

	5.1.02.01.01.063
	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
	91.500.000,-
	91.340.790,-

	5.1.02.01.01.064
	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
	12.000.000,-
	12.000.000,-

	5.1.02.01.01.069
	Belanja Pakaian Teknik
	4.800.000,-
	4.800.000,-

	5.1.02.01.02.
	Belanja Barang tak Habis Pakai
	764.218.342,-
	755.050.918,90

	5.1.02.01.02.003
	Belanja Komponen-Komponen Peralatan
	41.760,-
	0

	5.1.02.01.02.004
	Belanja Komponen-komponen Rambu
	764.176.582,-
	755.050.918,90

	5.1.02.02.
	Belanja Jasa
	3.085.622.088,-
	2.963.504.504,-

	5.1.02.02.0.
	Belanja Jasa Kantor

	2.533.898.088,-
	2.436.990.079,-

	5.1.02.02.01.003
	Honorarium Narasumber, Moderator Pembawa Acara dan Panitia
	39.500.000,-
	34.385.000,-

	5.1.02.02.01.007
	Honorarium Rohaniawan
	17.800.000,-
	10.600.000,-

	5.1.02.02.01.026
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi
	18.900.000,-
	18.900.000,-

	5.1.02.02.01.029
	Belanja Jasa tenaga Ahli
	95.200.000,-
	93.700.000,-

	5.1.02.02.01.030
	Belanja Jasa tenaga Kebersihan
	804.282.317,-
	794.071.922,-

	5.1.02.02.01.031
	Belanja Jasa tenaga Keamanan
	673.561.306,-
	666.760.612,-

	5.1.02.02.01.033
	Belanja Jasa tenaga Supir
	193.799.465,-
	189.952.089,-

	5.1.02.02.01.043
	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan
	5.700.000,-
	4.800.000,-

	5.1.02.02.01.047
	Belanja Jasa Penyelenggara Acara
	204.960.000,-
	204.780.000,-

	5.1.02.02.01.055
	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan
	29.500.000,-
	28.750.000,-

	5.1.02.02.01.059
	Belanja Tagihan Telepon
	5.214.300,-
	4.995.741,-

	5.1.02.02.01.060
	Belanja Tagihan Air
	27.180.000,-
	25.814.692,-

	5.1.02.02.01.061
	Belanja Tagihan Listrik
	173.548.500,-
	173.548.500,-

	5.1.02.02.01.062
	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah
	25.935.000,-
	25.935.000,-

	5.1.02.02.01.063
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
	54.343.200,-
	48.727.327,-

	5.1.02.02.01.067
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan
	32.550.000,-
	19.616.196,-

	5.1.02.02.01.071
	Belanja Lembur
	131.924.000,-
	91.653.000,-

	5.1.02.02.02.
	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi
	39.250.000,-
	39.248.900,-

	5.1.02.02.02.008
	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah
	39.250.000,-
	39.248.900,-

	5.1.02.02.04.
	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin
	37.260.000,-
	32.820.000,-

	5.1.02.02.04.049
	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
	6.000.000,-
	3.000.000,-

	5.1.02.02.04.117
	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya
	20.340.000,-
	18.900.000,-

	5.1.02.02.04.118
	Belanja Sewa Mebel
	5.320.000,-
	5.320.000,-

	5.1.02.02.04.355
	Belanja Sewa Peralatan Umum
	5.600.000,-
	5.600.000,-

	5.1.02.02.08.
	Belanja Jasa Konsultasi konstruksi
	14.014.000,-
	13.794.000,-

	5.1.02.02.08.020
	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi
	14.014.000,-
	13.794.000,-

	5.1.02.02.09.
	Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi
	444.000.000,-
	424.701.525,-

	5.1.02.02.09.002
	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi-Bidang Transportasi
	444.000.000,-
	424.701.525,-

	5.1.02.02.12.
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan
	17.200.000,-
	15.950.000,-

	5.1.02.02.12.001
	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan
	7.200.000,-
	7.200.000,-

	5.1.02.02.12.002
	Belanja Sosialisasi
	10.000.000,-
	8.750.000,-

	5.1.02.03.
	Belanja Pemeliharaan
	525.204.300,-
	516.732.487,80

	5.1.02.03.02.
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
	234.532.300,-
	231.986.470

	5.1.02.03.02.035
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotoran Perorangan
	32.919.600,-
	32.919.199,-

	5.1.02.03.02.038
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
	7.700.000,-
	6.097.000,-

	5.1.02.03.02.043
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
	162.482.700,-
	162.482.281,-

	5.1.02.03.02.117
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga–Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
	3.500.000,-
	3.499.990,-

	5.1.02.03.02.121
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga–Alat Kantor-Alat Pendingin
	9.760.000,-
	9.490.000,-

	5.1.02.03.02.132
	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio
	1.000.000,-
	1.000.000,-

	5.1.02.03.02.137
	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar –Alat Studio Lainnya
	5.000.000,-
	4.991.000,-

	5.1.02.03.02.405
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Komputer
	8.030.000,-
	7.714.000,-

	5.1.02.03.02.411
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer ---Peralatan Personal Komputer lainnya
	4.140.000,-
	3.793.000,-

	5.1.02.03.03.
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
	290.672.000,-
	284.746.017,80

	5.1.02.03.03.001
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung Tempat kerja-Bangunan Gedung Kantor
	290.672.000,-
	284.746.017,80

	5.1.02.04.
	Belanja Perjalanan Dinas
	2.554.847.906,-
	2.501.643.383,-

	5.1.02.04.01.
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
	2.554.847.906,-
	2.501.643.383,-

	5.1.02.04.01.001
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa
	2.554.847.906,-
	2.501.643.383,-

	5.1.02.05.
	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
	1.080.000,-
	1.080.000,-

	5.1.02.05.01
	Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
	1.080.000,-
	1.080.000,-

	5.1.02.05.01.002
	Belanja Penghargaan atas suatu Prestasi
	1.080.000,-
	1.080.000,-

	Jumlah
	7.882.722.150,-
	7.642.020.090,70


Sisa anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 525.045.759,30 berupa :
1. Belanja Bahan Pakai Habis Rp. 47.740.717,00 merupakan sisa belanja Bahan Kimia, BBM, Isi Tabung Pemadam Kebakaran, ATK, Kertas dan Cover,Bahan Cetak, Bahan Komputer, Alat Listrik, Perlengkapan Dinas, Kegiatan Kantor Lainnya, Makanan dan Minuman, Makanan Minuman Aktifitas Lapangan dan Belanja Pakaian Dinas (PDH).
2. Belanja Tak Habis Pakai Rp. 9.167.423,10 merupakan sisa kontrak dari belanja Komponen-komponen Rambu-rambu.
3. Belanja Jasa Kantor Rp. 96.908.009,00 merupakan sisa dari kontrak jasa (Kebersihan, keamanan dan sopir), belanja Honor (Narasumber,moderator, pembawa acara), jasa tebaga ahli, Kontrak jasa, jasa penulisan dan penerjemah, belanja tagihan (listrik, air, telpon),belanja surat kabar, belanja (kawat/faximili/internet/tv berlangganan), Belanja (pajak, bead an perizinan), dan belanja lembur. 
4. Belanja Asuransi Barang Milik Daerah Rp. 1.100,00.
5. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp. 4.440.000,00 merupakan sisa Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor dan Penumpang.
6. Belanja jasa konsultasi konstruksi Rp. 220.000,00.
7. Belanja  Jasa Konsultasi non Konstruksi Rp. 19.298.475,00 merupakan efisiensi belanja konsultasi berorientasi layanan jasa khusus.
8. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp. 1.250.000,00.
9. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 2.545.830,00 merupakan sisa dari pemeliharaan kendaraan dinas bermotor perorangan, kendaraan bermotor beroda dua, alat angkutan darat bermotor lainnya, alat pendingin, peralatan studio audio, personal computer, dan peralatan personal computer.
10. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp. 5.925.982,20 merupakan sisa kontrak belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor tempat kerja.
11. Belanja Perjalanan Dinas Rp. 53.204.523,00 merupakan sisa dari belanja perjalanan dinas biasa.
Terdapat Belanja Barang Jasa yang dikapitalisir yaitu Pemeliharaan Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan Lainnya sebesar Rp. 222.730.017.80,- sesuai BA Rekon Aset Tahun 2022.
2. Belanja Modal
	No
	Perkiraan
	Anggaran 2022
	Realisasi 2022
	%
	Tahun 2021

	a.
	 Belanja Modal
	682.315.430,-
	660.889.750,-
	96,86
	917.943.528,00


Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal tahun 2022 dan 2021 . Realisasi tahun 2022 mencapai  96.86 % dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 terdapat penurunan sebesar Rp 21.425.680,00 yang merupakan sisa Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

	No
	Perkiraan
	Anggaran 2022
	Realisasi 2022
	%
	Tahun 2021

	1
	BM. Peralatan dan Mesin
	613.954.046,00
	592.589.750,00
	99.91
	802.943.050,00


a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin tahun 2022 dan 2021. Realisasi tahun 2022 mencapai 99.91% dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021. Terjadi penurunan sebesar 26% atau Rp. 210.353.300,- adapun rincian objek belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari: 
	No
	Uraian
	Banyak
	Biaya/harga

	1
	Pembelian Komputer Intel Core  i7-10700 RAM 16GB
	2 Unit
	42.200.000,-

	2
	Pembelian Laptop Intel Core i7 GB ssd 512 GB
	4 Unit
	58.164.000,-

	3
	Pembelian PC Spesifikasi Prosesor Intel Core i7 - 8700
	1 Unit
	17.538.000,-

	4
	Pembelian CCTV Hilook 5 unit dan Monitor Voc 2 Unit
	5 Unit     2 Unit
	69.652.500,-

	5
	Pembelian Printer
	4 Unit
	21.300.000,-

	6
	Pembelian Standing Bracket TV
	1 Unit
	1.540.000,-

	7
	Pembelian Lemari Pendingin
	1 Unit
	1.955.250,-

	8
	Pembelian Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Ess IV,III,II
	5 Unit
	9.580.000,-

	9
	Pembelian Kursi Kerja Pejabat Ess III dan IV
	3 Unit
	7.800.000,-

	10
	Pembelian Meja Kerja Pejabat Ess III
	2 Unit
	8.700.000,-

	11
	Pembelian Kursi Rapat
	10 Unit
	14.900.000,-

	12
	Pembelian Rak Arsip
	4 Unit
	19.680.000,-

	13
	Pembelian AC Split
	4 Unit
	44.000.000,-

	14
	Pembelian TV dan Vacum Cleaner
	2 Unit
	10.560.000,-

	15
	Pengadaan Laptop MBP
	1 Unit
	25.900.000,-

	16
	Pengadaan PC Komputer
	2 Unit
	29.290.000,-

	17
	Pembelian Tablet Android
	1 Unit
	12.950.000,-

	18
	Pembelian Printer
	4 Unit
	11.100.000,-

	19
	Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (dua) Motor
	2 Unit
	106.680.000,-

	20
	Pengadaan Laptop MSI Moedern
	7 Unit
	79.100.000,-

	Jumlah
	592.589.750,-


Sisa Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah Rp. 21.364.296,- Adalah merupakan sisa belanja modal peralatan dan mesin yang tidak direalisasikan karena efisiensi dan sesuai dengan kebutuhan merupakan sisa kontrak pengadaan Peralatan dan Mesin.
b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

	No
	Perkiraan
	Anggaran 2022
	Realisasi 2022
	%
	Tahun 2021

	1
	BM. Gedung dan Bangunan
	68.361.384,00
	68.300.000,-
	99,91
	115.000.478,00


Merupakan belanja modal Gedung dan Bangunan Pembuatan Pekerjaan Sanitasi Laik Terminal Bukit Surungan P. Panjang (pembangunan toilet dilingkungan terminal)
5.2.  PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1. Aset

Aset Lancar

	Perkiraan
	2022
	2021 


1. Kas di Bendahara Pengeluaran     

                0.00                                  0.00
Jumlah tersebut merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan  2021. Sampai dengan 31 Desember 2022, sisa UYHD  sebesar Rp. 145.280.991,- telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal  30 Desember 2022  Semua pengembalian belanja dan pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran telah disetorkan ke Kas daerah pada akhir tahun 2022.

	Uraian
	Saldo Awal
	Penambahan
	Pengurangan
	Saldo Akdir

	Kas di Bendahara Pengeluaran
	0,00
	13.199.504.153,00
	13.199.504.153,00
	0,00


Penambahan adalah Sejumlah belanja, SP2D UP, GU dan LS serta penerimaan pajak 

Pengurangan adalah sejumlah sisa Uyhd /pajak dan CP yang disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal  30 Desember 2022  

Rincian sisa UYHD  dan penyetorannya dapat dilihat pada Lampiran 1.a.
	Perkiraan
	2022
	2021 


2. Kas di Bendahara Penerima



  0,00                               0.00
Adapun rincian penambahan dan pengurangan kas dibendahara penerima adalah sebagai berikut :
	Uraian
	Saldo Awal
	Penambahan
	Pengurangan
	Saldo Akdir

	Kas di Bendahara Penerimaan
	0.00
	292.582.000,00
	292.582.000,00
	0,00


Penambahan adalah  penerimaan dari retribusi yang dipungut oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.
Pengurangan adalah penyetoran retribusi ke kas Daerah Provinsi Sumatera Barat.

	Perkiraan
	2022
	2021 


3. Beban dibayar dimuka  


                                      0,00
                                      0,00
Jumlah tersebut merupakan saldo Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2022 dan  2021. 

	Uraian
	Saldo Awal
	Penambahan
	Pengurangan
	Saldo Akdir

	Beban dibayar dimuka
	           0,00


	39.248.900,00
	39.248.900,00
	0,00


Penambahan adalah  berupa pembayaran premi asuransi kendaraan dinas dan kendaraan operasional  oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.

Pengurangan adalah sejumlah beban premi asuransi yang diakui menjadi beban pada tahun 2022.   
	Perkiraan
	2022
	2021 


4. Persediaan                                                                     17.505.700,00               38.647.100,00             
Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan  per 31 Desember 2022 dan  2021, yaitu :

	Uraian
	Saldo Awal
	Penambahan
	Pengurangan
	Saldo Akhir

	Persediaan Bahan Pakai Habis
	38.647.100,00
	223.023.908,00
	244.165.308,00
	17.505.700,00

	     Persediaan Alat Tulis Kantor
	20.464.800,00
	25.811.100,00
	35.624.700,00
	10.651.200,00

	     Persediaan Alat Listrik dan elektronik 
	5.674.500,00
	36.193.800,00
	40.187.800,00
	1.680.500,00

	     Persediaan Bahan Dokumentasi/Cetakan
	12.507.800,00
	161.019.008,00
	168.352.808,00
	5.174.000,00

	Jumlah
	38.647.100,00
	223.023.908,00
	244.165.308,00
	17.505.700,00


Penambahan berupa Belanja Persediaan Tahun 2022 berupa belanja alat tulis kantor, alat listrik dan cetak sedangkan pengurangan berupa beban persediaan selama tahun 2021, sesuai jurnal penyesuaian.
Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 16.
Aset Tetap

	Perkiraan
	2022
	2021


1. Tanah                                                                     22.556.380.465,20           22.556.380.465,20
Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dan  2021.

1) Dasar Penilaian

a. Neraca Awal 2005

 

Rp.   22.556.380.465,20
b. Harga Perolehan 2006 sd 2022

Rp.            -
c. Appraisal 2011



Rp.            -
d. Apraisal 2012

 

Rp.            -
e. Apraisal 2013



Rp.            - 
f. Apraisal 2015



Rp.            -
Daftar Tanah  Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022  dalam bentuk KIB A, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.
2) Mutasi Tambah Kurang 

	Uraian
	Saldo Awal
	Penambahan
	Pengurangan
	Saldo Akdir

	Tanah
	22.556.380.465,20
	0,00
	0,00
	22.556.380.465,20


Tidak ada mutasi Belanja Modal Tanah selama Tahun 2022.
Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah  dan kurang aktiva tetap tanah per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada Lampiran 17.
	Perkiraan
	2022
	2021 


2. Peralatan dan Mesin      

                  11.265.101.187,00      10.672.511.437,00        
Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dan  2021.

1) Dasar Penilaian

a. Neraca Awal 2005

 

Rp    4.435.224.231,00
b. Harga Perolehan 2006 sd 2022

Rp.    6.829.876.956,00
c. Appraisal 2011



Rp.                   -
d. Apraisal 2012

 

Rp.                   -
e. Apraisal 2013



Rp.                   -
f. Apraisal 2015



Rp.                   -
Daftar Peralatan dan Mesin  Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Perhubungan Provinsi  Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

2) Mutasi Tambah Kurang 

	Uraian
	Saldo Awal
	Penambahan
	Pengurangan
	Saldo Akhir

	Peralatan & Mesin
	10.672.511.437,00
	592.589.750,00
	0.00
	11.265.101.187,00

	Akm Peny Peralatan & Mesin
	(9.160.286.418,25)
	(545.291.867,50)
	0.00
	(9.705.578.285,75)

	Nilai Buku
	1.512.225.018,75
	47.297.882,50
	0.00
	1.559.522.901,25


	
	Saldo Audited 2021
	
	10.672.511.437,00

	
	Mutasi Tambah
	
	592.589.750,00

	
	Belanja Modal tahun 2022
	
	592.589.750,00

	
	Belanja Barang dan Jasa tahun 2022
	
	-

	
	Koreksi Tambah Nilai
	
	-

	
	Kurang catat/tidak tercatat
	
	-

	
	Hibah dari Pihak Ketiga
	
	-

	
	Mutasi antar SKPD (plang nama terminal)
	
	0,00

	
	Reklasifikasi ( Gedung Dan Bangunan – Plang Nama )
	
	0,00

	
	Total Mutasi Tambah
	
	592.589.750,00

	
	
	
	

	
	Mutasi Kurang
	
	

	
	Belanja Modal yang tidak dikapitalisir
	
	0,00


	
	Koreksi  Kurang Nilai
	
	-

	
	Double Record/Aset Pusat
	
	-

	
	Hibah Kepada  Pihak Ketiga
	
	-

	
	Penghapusan
	
	-

	
	Mutasi antar SKPD
	
	-

	
	Reklasifikasi
	
	-

	
	Total Mutasi Kurang
	
	0,00

	
	Total Mutasi
	
	0,00

	
	Saldo per 31 Des 2022
	
	11.265.101.187,00


Penjelasan Mutasi Tambah

a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 592.589.750,00 telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA -  Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
	Perkiraan
	2022
	2021


3. Gedung dan Bangunan                                     9.605.931.526,02
9.314.901.508,22
Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dan  2021 .

1) Dasar Penilaian

a. Neraca Awal 2005

 

Rp.   4.785.247.000,00
b. Harga Perolehan 2006 sd 2022

Rp.   4.820.684.526,02
c. Appraisal 2011



Rp.   

-
d. Apraisal 2012

 

Rp.  

-
e. Apraisal 2013



Rp.   

-
f. Apraisal 2015



Rp.  

-
Daftar Gedung dan Bangunan  Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022  dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Perhubungan Provinsi  Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.
2) Mutasi Tambah Kurang 

	Uraian
	Saldo Awal
	Penambahan
	Pengurangan
	Saldo Akdir

	Gedung & Bangunan
	9.314.901.508,22
	291.030.017,80
	0,00
	9.605.931.526,02

	Akm Peny Gedung & Bangunan
	(4.244.129.392,51)
	(163.084.971,94)
	0.00
	(4.407.214.364,45)

	
	
	
	
	

	Nilai Buku
	5.070.772.115,71


	127.945.045,86
	0,00
	5.198.717.161,57


	
	Saldo Audited 2021
	
	9.314.901.508.22,00

	
	Mutasi Tambah
	
	291.030.017,80

	
	Belanja Modal tahun 2022
	
	68.300.000,00

	
	Belanja Barang dan Jasa tahun 2022
	
	222.730.017,80

	
	Koreksi Tambah Nilai
	
	-

	
	Kurang catat/tidak tercatat
	
	-

	
	Hibah dari Pihak Ketiga
	
	0,00

	
	Mutasi antar SKPD
	
	0,00

	
	Reklasifikasi
	
	-

	
	Total Mutasi Tambah
	
	291.030.017,80

	
	
	
	

	
	Mutasi Kurang
	
	

	
	Reklas ke Gedung dan Bangunan 
	
	0,00

	
	Koreksi  Kurang Nilai
	
	0,00

	
	Double Record/Aset Pusat
	
	-

	
	Hibah Kepada  Pihak Ketiga
	
	-

	
	Penghapusan
	
	-

	
	Mutasi antar SKPD
	
	-

	
	Reklasifikasi
	
	0,00

	
	Total Mutasi Kurang
	
	0,00

	
	Total Mutasi
	
	0,00

	
	Saldo per 31 Des 2022
	
	9.605.931.526,02


Penjelasan Mutasi Tambah

a) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 68.300.000,00 berupa Pekerjaan Sanitasi Laik Terminal Bukit Surungan P. Panjang (pembangunan toilet dilingkungan terminal).
b) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp. 222.730.017,80 untuk pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Perhubungan, Pemeliharaan Terminal Sago Painan dan Terminal Koto Nan IV Payakumbuh, dan Pemeliharaan Garase Kendaraan Operasional Roda 
2 (dua).
	Perkiraan
	2022
	2021 


4. Aset Tetap Lainnya                                            318.900.500,00   
      318.900.500,00   
Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap Lainnya  milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dan  2021 .

1) Dasar Penilaian

a. Neraca Awal 2005

 

Rp.    77.550.000,00
b. Harga Perolehan 2006 sd 2022

Rp.   241.350.500,00
c. Appraisal 2011



Rp.   

-
d. Apraisal 2012

 

Rp.   

-
e. Apraisal 2013



Rp.  

-
f. Apraisal 2015



Rp.  

-
Daftar Aset Tetap Lainnya  Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022  dalam bentuk KIB E, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Provinsi  Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.
2) Mutasi Tambah Kurang 

	Uraian
	Saldo Awal
	Penambahan
	Pengurangan
	Saldo Akhir

	Aset Tetap Lainnya
	318.900.500,00   
	0,00
	0,00
	318.900.500,00   

	Akm Peny Aset Tetap Lainnya
	(314.000.500,00)

	(0,00)

	0,00
	(314.000.500,00)


	Nilai Buku
	4.900.000,00
	(0,00)
	0,00
	4.900.000,00


Penjelasan Mutasi Tambah / Kurang

Pada tahun 2022 pada Aset Tetap Lainnya tidak terdapat mutasi tambah ataupun mutasi kurang.

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang  aktiva tetap  Aset Tetap Lainnya  per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada Lampiran 17 .
	Perkiraan
	2022
	2021


5. Akumulasi Penyusutan 


          (14.426.793.150,20)
              (13.718.416.310,76)
Terdiri dari :

· Akumulasi Penyusutan Peralatan & Mesin       (9.705.578.285,75)
                (9.160.286.418,25)
· Akumulasi Penyusutan Gdg dan Bangunan   (4.407.214.364,45)                 (4.244.129.392,51)
· Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya        (314.000.500,00)                    (314.000.500,00)  

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap  posisi 31 Desember 2022 dan 2021. Akumulasi Penyusutan ini terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan, Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan, Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut :

	Uraian
	Saldo Awal
	Penambahan
	Pengurangan
	Saldo Akdir

	Akm.Peralatan dan Mesin
	(9.160.286.418,25)
	(545.291.867,50)
	(0,00)
	(9.705.578.285,75)

	
	
	
	
	

	Akm.Gedung dan Bangunan
	(4.244.129.392,51)
	(163.084.971,94)
	0.00
	(4.407.214.364,45)

	
	
	
	
	

	Akm.Jln Irigasi & Jaringan
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Akm Aset Tetap Lainnya
	(314.000.500,00)

	0,00
	0,00
	(314.000.500,00)


	
	
	
	
	

	Jumlah Akm Penyusutan
	(13.718.416.310,76)


	(708.376.839,44)
	         (0,00)


	(14.426.793.150,20)




	Uraian
	Peralatan & Mesin
	Gedung & Bangunan
	Jln Irigasi & Jaringan
	Aset Tetap Lainnya

	SALDO AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 2021 (NERACA )
	(9.160.286.418,25)
	(4.244.129.392,51)
	-
	(314.000.500,00)

	· JUMLAH KOREKSI TAMBAH:
	(545.291.867,50)
	(163.084.971,94)
	-
	(0,00)

	· Kurang Catat/tdk tercatat
	
	
	
	

	· Hibah dr Pihak Ketiga
	0,00
	0,00
	0,00
	

	· Mutasi antar SKPD
	(0,00)
	(0,00)
	
	

	· Reklasifikasi
	0,00
	0,00
	
	

	· Koreksi + Saldo Awal
	(0,00)
	(0,00)
	
	0,00

	· BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2022
	(545.291.867,50)
	(163.084.971,94))
	0,00
	(0,00)

	· JUMLAH KOREKSI KURANG:
	0,00
	(0,00)
	-
	-

	· Double Record
	
	
	
	

	· Hibah
	
	
	
	

	· Penghapusan
	
	
	
	

	· Mutasi antar SKPD
	0,00
	0,00
	-
	

	· Reklasifikasi
	0,00
	0,00
	0,00
	

	· Koreksi – Saldo Awal
	
	(0,00)
	
	0,00

	· BM. Yg tdk Dikapitalisir
	0,00
	
	
	

	· SALDO AKHIR AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 2022
	(9.705.578.285,75)
	(4.407.214.364,45)
	-
	(314.000.500,00)


ASET LAINNYA
	Perkiraan
	2022
	2021


6. Aset Tidak Berwujud                                                 1.008.242.200,00                1.008.242.200,00 
Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tidak Berwujud sampai dengan posisi 31 Desember 2022 dan 2021.

Dasar penilaian Aset Tidak Berwujud senilai Rp. 1.008.242.200,00 dinilai berdasarkan harga perolehan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2022.

	Uraian
	Saldo Awal
	Penambahan
	Pengurangan
	Saldo Akdir

	Aset Tidak Berwujud
	1.008.242.200,00
	0,00
	0,00
	1.008.242.200,00

	Akm Amortisasi
	(1.008.242.200,00)
	(0,00)
	0,00
	(1.008.242.200,00)

	Nilai Buku
	0,00
	(0,00)
	0,00
	0,00


	Perkiraan
	2022
	2021


7. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
1.008.242.200,00                  1.008.242.200,00                  
Jumlah tersebut merupakan saldo Amortisasi Aset Tidak Berwujud  posisi 31 Desember 2022 dan 2021. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut :
	Uraian
	Saldo Awal
	Penambahan
	Pengurangan
	Saldo Akdir

	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
	(1.008.242.200,00)
	(0.00)
	0’00
	(1.008.242.200,00)


	Uraian
	Nilai

	SALDO AKM AMORTISASI PER 31 DES 2021 (NERACA )
	1.008.242.200,00

	· JUMLAH KOREKSI TAMBAH:
	0,00

	· Kurang Catat/tdk tercatat
	

	· Hibah dr Pihak Ketiga
	

	· Mutasi antar SKPD
	

	· Reklasifikasi
	

	· Koreksi + Saldo Awal
	

	· JUMLAH KOREKSI KURANG:
	

	· Double Record
	

	· Hibah
	

	· Penghapusan
	

	· Mutasi antar SKPD
	

	· Reklasifikasi
	0’00

	· Koreksi - Saldo Awal
	

	· BEBAN AMORTISASI TAHUN 2021
	0,00

	· SALDO AKHIR AKM AMORTISASI PER 31 DES 2022
	1.008.242.200,00




Penjelasan : 

Tidak terdapat mutasi Mutasi Tambah atau Kurang. 

	Perkiraan
	2022
	2021 


8. Aset Lain-Lain         



     464.668.000,00
        464.668.000,00
Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lain-Lain posisi 31 Desember 2022 dan  2021.
	Uraian
	Saldo Awal
	Penambahan
	Pengurangan
	Saldo Akdir

	Aset Tidak Bermanfaat
	16.700.000,00
	0,00
	0,00
	16.700.000,00

	Aset Dimanfaatkan Pihak Lain
	447.968.000,00
	0,00
	0,00
	447.968.000,00

	Total
	464.668.000,00


Aset Lain-lain terdiri dari Aset Tidak Bermanfaat senilai Rp. 16.700.000,00, dan Aset Dimanfaatkan Pihak Lain senilai Rp. 447.968.000,00
Selanjutnya dapat dijelaskan untuk masing-masing Aset Lain-lain sebagai berikut:

	Perkiraan
	2022
	2021 


1) Aset Tidak Bermanfaat      


      16.700.000,00                       16.700.000,00                     
	Uraian
	Saldo Awal
	Penambahan
	Pengurangan
	Saldo Akhir

	Aset Tidak Bermanfaat
	16.700.000,00
	0,00
	0,00
	16.700.000,00

	Akm Penyusutan
	(16.700.000,00)
	0,00
	0,00
	(16.700.000,00)

	Nilai Buku
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


	
	Saldo Audited 2021
	
	16.700.000,00

	
	Mutasi Tambah
	
	0,00

	
	Beban Penyusutan tahun 2022
	
	0,00

	
	Reklas dari KDP 
	
	0,00

	
	Total Mutasi Tambah
	
	0,00

	
	
	
	

	
	Mutasi Kurang
	
	

	
	Penghapusan tidak berwujud sesuai SK No. 030-1050-2021tgl 31 Des 2021
	
	0,00

	
	Total Mutasi Kurang
	
	0,00

	
	Saldo per 31 Des 2022
	
	16.700.000,00


	Perkiraan
	2022
	2021 


2) Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat           16.700.000,00                 16.700.000,00                   
Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset  Tidak Bermanfaat senilai 16.700.000,00 posisi 31 Desember 2022.

	Perkiraan
	2022
	2021 


3) Aset Dimanfaatkan Pihak Lain 

  447.968.000,00

        447.968.000,00
Penjelasan Mutasi Tambah & Mutasi Kurang Aset Dimanfaatkan Pihak Lain

Aset Dimanfaatkan Pihak Lain Tahun 2022 senilai Rp. 447.968.000,00 dicatat dengan nilaii yang sama dengan saldo Neraca Audited per 31 Desember 2021. tidak terdapat mutasi tambah atau mutasi kurang atas Asset ini sbb:

	Uraian
	Saldo Awal
	Penambahan
	Pengurangan
	Saldo Akdir

	Aset Dimanfaatkan Pihak Lain
	447.968.000,00
	0,00
	0,00
	447.968.000,00

	Akm Penyusutan
	439.820.000,00
	3.492.000,00
	0,00
	443.312.000,00

	Nilai Buku
	8.148.000,00
	(3.492.000,00)
	0,00
	4.656.000,00


Rekaptulasi  Mutasi Tambah  dan kurang Aset Dimanfaatkan Pihak Lain   dapat dilihat pada Lampiran 18

	
	Saldo Audited 2021
	
	447.968.000,00

	
	Mutasi Tambah
	
	0,00                               

	
	Beban Penyusutan Tahun 2022
	
	0,00                               

	
	Mutasi Kurang
	
	0,00                               

	
	Saldo per 31 Des 2022
	
	447.968.000,00


	Perkiraan
	2022
	2021 


4) Akumulasi Penyusutan Aset Dimanfaatkan Pihak Lain 443.312.000,00              439.820.000,00            
Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset  Dimanfaatkan Pihak Lain   posisi tahun 2022 dan  2021.
	Saldo Audited 2021
	
	439.820.000,00

	Mutasi Tambah
	
	0,00

	Beban Penyusutan Tahun 2022
	
	3.492.000,00                               

	Mutasi Kurang
	
	0,00                               

	Saldo per 31 Des 2022
	
	443.312.000,00


Penjelasan Mutasi Tambah & Mutasi Kurang Akumlasi Penyusutan Aset Dimanfaatkan Pihak Lain

Pada tahun 2022 pada Akumulasi Penyusutan Aset Dimanfaatkan Pihak Lain bertambah sebesar beban penyusutan tahun 2022 sebesar RP. 3.492.000,00.
5.1.2. KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
	Perkiraan
	2022
	2021 


1. Utang Belanja


                                23.451.160 ,00                   16.138.760,00
· Utang Belanja Pegawai 

         Rp.    5.440.000,00
· Utang belanja barang dan Jasa 
         Rp. 18.011.160,00
Yaitu utang belanja telp, listrik, air, internet yang merupakan pemakaian bulan Desember 2022 yang dibayarkan bulan Januari  2023.

	Uraian
	Saldo Awal
	Penambahan
	Pengurangan
	Saldo Akdir

	Utang Belanja Pegawai dan Barang Jasa
	16.138.760,00
	23.451.160,00
	16.138.760,00
	23.451.160,00


Penambahan  sebesar Rp 5.440.000,00 adalah beban 
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

Rp.       5.440.000,00
Penjelasan : Sesuai dengan SK Nomor 900/03/SK.KEU/2022 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022, untuk pembayaran honor petugas ini dianggarkan di Dinas Perhubungan, tetapi untuk Tahun 2022 baru dibayrkan selama 3 (tiga) bulan Januari sd Maret untuk bulan berikutnya belum dibayarkan selama 8 (delapan) bulan karna keterbatasan anggaran. 
Penambahan  sebesar Rp 18.011.160,00 adalah utang
tagihan rekening listrik




Rp.     14.583.259,00

tagihan rekening air




Rp.       2.340.900,00

tagihan rekening  telephone 
           


Rp.          668.500,00
tagihan Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
Rp.          418.501,00

yang diyarkan pada bulan Januari 2023.

Pengurangan  sebesar Rp 16.138.760,00 adalah utang 

tagihan rekening listrik




Rp.     13.826.460,00

tagihan rekening air




Rp.       1.787.300,00

tagihan rekening  telephone 
             


Rp.          525.000,00

yang diyarkan pada bulan Januari 2022.

Selengkapnya rincian utang belanja ini dapat lihat pada Lampiran 13.
5.1.3. EKUITAS 

	Perkiraan
	2022
	2021


2. Ekuitas                                                                          29.318.231.068.02  
   29.174.933.939,66
Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas  Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat  per 31 Desember 2022 dan 2021.  Ekuitas ini terdiri dari:

	Uraian
	2022
	2021

	Ekuitas Awal
	29.174.933.939.66
	28.643.000.075.88

	Koreksi Ekuitas
	-
	(33.860.000.00)

	Surplus/Defisit LO
	(16.277.666.790.34)
	(15.876.894.203.44)

	Perubahan SAL
	-
	-

	Surplus/Defisit LRA
	-
	-

	RK/PPKD
	16.420.963.918.70
	16.442.688.067.22

	JUMLAH EKUITAS AKHIR
	29.318.231.068.02
	29.174.933.939.66


Secara lengkap perubahan Ekuitas dilaporkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Surplus/Defisit LO adalah selisih antara pendapatan LO dengan Beban LO yang dijelaskan pada penjelasan Pos-pos Laporan Operasional. Perubahan SAL adalah rekening penyeimbang Pendapatan LRA  dan Belanja LRA. Surplus/Defisit LRA adalah selisih antara Pendapatan LRA dan Belanja LRA yang dijelaskan pada Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan RK/PPKD adalah rekening penghubung antara SKPD dengan PPKD yang akan dieliminasi saat menyusun Laporan Konsilidasi.
.
5.3. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

5.3.1 PENDAPATAN-LO

	Perkiraan
	2022
	2021 


1. Pendapatan Retribusi Daerah –LO               292.582.000,00
                 255.825.000,00
Jumlah tersebut merupakan Saldo Pendapatan  Retribusi Daerah  -LO dalam Tahun 2022 dan Tahun 2021. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021, maka terdapat Peningkatan sebesar Rp  36.757.000,00 Peningkatan terjadi pada retribusi Terminal hal ini disebabkan karena target retribusi meningkat.

Pendapatan ini terdiri dari :
	Uraian
	Realisasi

	
	Rp.
	%

	Pendapatan Asli Daerah
	292.582.000,00
	100

	Pendapatan Retribusi Daerah
	292.582.000,00
	100

	Retribusi Pemakaian  Kekayaan Daerah
	292.582.000,00
	100

	- Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum 
	216.327.000,00
	100

	- Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal
	76.255.000,00
	100

	Jumlah
	292.582.000,00
	100


5.3.2 BEBAN

Beban Operasi 

	Perkiraan
	2022
	2021 


a. Beban Pegawai                                     8.416.076.078,00                       8.500.900.991,00                  
Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pegawai Tahun 2022 dan Tahun 2021. Beban  Pegawai ini terdiri dari beban gaji dan tunjangan-LO, Beban tambahan penghasilan PNS-LO yaitu :

	No.
	Uraian
	Realisasi 2022

	A
	Beban Pegawai – LO
	8.416.076.078,00

	A.1
	Beban Gaji dan Tunjangan – LO
	5.349.509.731,00

	 
	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi – LO
	4.158.938.137,00

	 
	Tunjangan Keluarga – LO
	335.255.368,00

	 
	Tunjangan Jabatan – LO
	253.804.900,00

	 
	Tunjangan Fungsional Umum – LO
	164.615.000,00

	 
	Tunjangan Beras – LO
	217.911.780,00

	 
	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus – LO
	16.661.460,00

	
	Iuran Jaminan Kesehatan
	168.201.687,00

	 
	Pembulatan Gaji – LO
	62.841,00

	
	Iuran Jaminan Kematian / Uang Duka Wafat/Tewas-LO
	25.543.951,00

	
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja – LO
	8.514.607,00

	A.2
	Beban Tambahan Penghasilan PNS – LO
	2.871.551.847,00

	 
	Tambahan Pen ghasilan berdasarkan beban kerja  - LO
	2.871.551.847,00

	A.3
	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
	0,00

	 
	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah – LO
	0,00


Saldo / jumlah beban pegawai tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikuranginya pengembalian beban pegawai selama tahun 2022. 
Adapun perbedaan jumlah Belanja Pegawai- LRA dengan beban pegawai-LO dapat dijelaskan sbb:
	Objek Belanja LRA/LO
	Belanja Pegawai LRA
	Beban Pegawai LO
	        Selisih +/-

	· Gaji dan tunjangan
	5.349.509.731,00
	5.349.509.731,00
	0,00

	· Tambahan Penghasilan PNS
	2.871.551.847,00
	2.871.551.847,00
	0,00

	· Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan
	189.574.500,00
	195.014.500,00
	(5.440.000)

	Jumlah
	8.410.636.078,00
	8.416.076.078,00
	(5.440.000)


Beban Honorarium yang merupakan Penyesuaian Pengakuan Utang Belanja Pegawai sebesar 
Rp. 5.440.000,- Bulan Mei s.d Desember Tahun 2022.
	Objek Belanja LRA/LO
	Penyesuaian Smtr 1
	Penyesuaian Smtr 2
	Jumlah

	
	Debet 
	Kredit
	Debet 
	Kredit
	Debet 
	Kredit

	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
	
	
	5.440.000
	
	5.440.000
	

	Jumlah
	
	
	5.440.000
	
	5.440.000
	


	Perkiraan
	2022
	2021 


b. Beban Barang & Jasa                                 7.442.303.873.90
               6.957.554.818,00            Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 dan Tahun 2021. Beban  Barang dan Jasa ini terdiri dari :

	No.
	Uraian
	Realisasi 2022

	B
	Beban Barang dan Jasa
	7.442.303.872.90

	B1
	Beban Bahan Pakai Habis
	925.150.197,00

	
	Beban Bahan-Bahan Kimia
	2.000.000,00

	
	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
	244.668.999,00

	
	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadan Kebakaran
	3.110.000,00

	 
	Beban Alat/Bahan Kantor-Alat Tulis Kantor
	35.624.700,00

	 
	Beban Alat/Bahan Kantor-Kertas dan Cover
	50.786.000,00

	 
	Beban Alat/Bahan Kantor-Bahan cetak
	168.352.808,00

	 
	Beban Alat/Bahan Kantor-Benda Pos
	8.140.000,00

	 
	Beban Alat/Bahan Kantor-Bahan Komputer
	35.674.100,00

	 
	Beban Alat/Bahan Kantor-Alat Listrik
	40.187.800,00

	 
	Beban Alat/Bahan Kantor-Perlengkapan Dinas
	18.105.000,00

	 
	Beban Alat/Bahan Kantor-Suvenir/Cendera Mata
	1.950.000,00

	 
	Beban Alat/Bahan Kantor-Kegiatan Kantor Lainnya
	68.576.000,00

	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat
	108.371.000,00

	
	Beban Makanan dan Minuman Aktifitas Lapangan
	23.963.000,00

	
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu
	4.000.000,00

	
	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH
	3.500.000,00

	
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)
	91.340.790,00

	
	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
	12.000.000,00

	
	Beban Pakaian Teknik
	4.800.000,00

	
	Beban Barang Tak Habis Pakai
	755.050.918,90

	
	Beban Komponen-Komponen Rambu-Rambu
	755.050.918,90

	B2
	Beban Jasa Kantor
	2.438.862.479,00

	
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 
	34.385.000,00

	
	Beban Honorarium Rohaniawan
	10.600.000,00

	
	Beban Jasa Tenaga Administrasi
	18.900.000,00

	
	Beban Jasa Tenaga Ahli
	93.700.000,00

	
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan
	794.071.922,00

	
	Beban Jasa Tenaga Keamanan
	666.760.612,00

	
	Beban Jasa Tenaga Supir
	189.952.089,00

	
	Beban Jasa Penulisan dan Penerjemah
	4.800.000,00

	
	Beban Jasa Penyelenggara Acara
	204.780.000,00

	
	Beban Jasa iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan
	28.750.000,00

	 
	Beban Jasa telepon
	5.139.241,00

	 
	Beban Jasa air
	26.368.292,00

	 
	Beban Jasa listrik
	174.305.299,00

	 
	Beban Jasa surat kabar/majalah
	25.935.000,00

	 
	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
	49.145.828,00

	 
	Beban Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan
	19.616.196,00

	 
	Beban Lembur
	91.653.000,00

	
	Beban Iuran Jaminan/Asuransi
	39.248.900,00

	
	Beban Asuransi Barang Milik Daerah
	39.248.900,00

	
	Beban Sewa Peralatan dan Mesin 
	32.820.000,00

	
	Beban Sewa Alat Angkut Apung Bermotor untuk Penumpang
	3.000.000,00

	
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya
	18.900.000,00

	
	Beban Sewa Mebel
	5.320.000,00

	
	Beban Sewa Peralatan Umum
	5.600.000,00

	
	Beban Jasa Konsultasi Konstruksi
	13.794.000,00

	
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Teknik Sipil
	13.794.000,00

	
	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi
	424.701.525,00

	
	Beban Jasa Konsultansi Berorientas  Bidang-Transportasi
	424.701.525,00

	
	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan
	15.950.000,00

	
	Beban Kursus Singkat/Pelatihan
	7.200.000,00

	
	Beban Sosialisasi
	8.750.000,00

	B3
	Beban Pemeliharaan
	451.732.487.80

	
	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
	32.919.199,00

	
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkut Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
	32.919.199,00

	
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
	6.097.000,00

	 
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Bermotor Lainnya
	162.482.281,00

	
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tenaga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
	3.499.990,00

	
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
	9.490.000,00

	
	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio
	1.000.000,00

	
	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya
	4.991.000,00

	
	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer unit Personil Computer
	7.714.000,00

	
	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer Personal komputer lainnya
	3.793.000,00

	
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Gedung Kantor
	219.746.017,80

	B4
	Beban Perjalanan Dinas
	

	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa
	2.501.643.383,00

	
	Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga
	1.080.000,00

	
	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi
	1.080.000,00


Saldo / jumlah beban barang dan jasa tersebut diatas adalah jumlah netto dan terdapat pengembalian beban barang dan jasa selama Tahun 2022.

Adapun perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa- LRA dengan beban barang dan Jasa-LO dapat dijelaskan sbb: 
	Objek belanja RLA/LO
	Belanja Brg/Jasa LRA
	Beban Brg/Jasa LO
	Selisih +/-

	Beban Barang Pakai Habis
	904.008.797,00
	925.150.197,00
	(21.141.400)

	Beban Barang Tak Habis Pakai
	755.050.918,90
	755.050.918,90
	0,00

	Beban Jasa Kantor
	2.436.990.079,00
	2.438.862.479,00
	(1.872.400)

	Beban Iuran Jaminan Asuransi
	39.248.900,00
	39.248.900,00
	0,00

	Beban Sewa Peralatan dan Mesin
	32.820.000,00
	32.820.000,00
	0,00

	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi
	13.794.000,00
	13.794.000,00
	0,00

	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi
	424.701.525,00
	424.701.525,00
	0,00

	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek Pelatihan
	15.950.000,00
	15.950.000,00
	0,00

	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
	231.986.470,00
	231.986.470,00
	0,00

	Beban Pemeliharaan gedung dan Bangunan
	284.746.017,80
	62.016.000,00
	222.730.017,80

	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah
	2.501.643.383,00
	2.501.643.383,00
	0,00

	Beban Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lainnya/masyarakat
	1.080.000,00
	1.080.000,00
	0,00

	TOTAL
	7.642.020.090,70
	7.600.033.890.70
	199.716.217,80


Beban Barang Jasa Barang Pakai Habis sebesar Rp. 21.141.400,00 (8.432.700 – 29.574.100) yang merupakan penyesuaian persediaan  pada Smtr 1 dan Smtr 2 berdasarkan berita acara opname persediaan Smtr 1 dan Smtr 2 yaitu :

	Uraian
	Penyesuaian Smtr 1
	Penyesuaian Smtr 2
	Jumlah

	
	Debet 
	Kredit
	Debet 
	Kredit
	Debet 
	Kredit

	Beban Bahan Pakai Habis
	12.664.500
	6.116.300
	16.909.600
	2.316.400
	29.574.100
	8.432.700

	Alat Tulis Kantor
	12.130.000
	
	
	2.316.400
	12.130.000
	2.316.400

	Alat Listrik dan Elektronik
	534.500
	
	3.459.500
	
	3.994.000
	

	Bahan Cetak
	
	6.116.300
	13.450.100
	
	13.450.100
	6.116.300

	Jumlah
	12.664.500
	6.116.300
	16.909.600
	2.316.400
	29.574.100
	8.432.700


Beban Jasa Kantor  sebesar Rp. 1.872.400,00 yang merupakan Penyesuaian pembayaran utang dan mengakui utang belanja barang dan jasa per 31 Desember  2022 yaitu untuk pemakaian listrik, telp, air, internet bulan Desember yang dicatat sebagai utang belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2022.
	Objek Belanja LRA/LO
	Penyesuaian Smtr 1
	Penyesuaian Smtr 2
	Jumlah

	
	Debet 
	Kredit
	Debet 
	Kredit
	Debet 
	Kredit

	Beban Jasa Kantor
	
	
	
	
	
	

	Beban Jasa telepon
	 525.000
	
	
	668.500
	
	143.500

	Beban Jasa air
	 1.787.300
	
	
	2.340.900
	
	553.600

	Beban Jasa listrik
	 13.826.460
	
	
	14.583.259
	
	756.799

	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlanggaan
	
	
	
	418.501
	
	418.501

	Jumlah
	16.138.760
	
	
	18.011.160
	
	1.872.400


Beban Pemeliharaan gedung dan Bangunan sebesar Rp. 222.730.017.80 yang merupakan belanja pemeliharaan gedung bangunan Kantor Dinas dan Terminal Tipe B dengan rincian sebagaii berikut :

	Objek Belanja LRA/LO
	Penyesuaian Smtr 1
	Penyesuaian Smtr 2
	Jumlah

	
	Debet 
	Kredit
	Debet 
	Kredit
	Debet 
	Kredit

	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Tempat Kerja
	
	157.730.017.80
	
	65.000.000,00
	
	222.730.017.80

	Jumlah
	
	157.730.017.80
	
	65.000.000,00
	
	222.730.017.80


	Perkiraan
	2022
	2021 


c. Beban Penyusutan dan Amortisasi             711.868.839,44                  641.985.874.44                       
Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyusutan Tahun 2022 dan Tahun 2021. Beban  Penyusutan dan Amortisasi  ini terdiri dari :

	· Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
	545.291.867,50
	449.356.203,21

	· Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
	163.084.971,94
	153.072.271,23

	· Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
	0,00
	36.065.400,00

	· Beban Penyusutan Aset Lainnya
· Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

- Beban Penyusutan Aset dipakai Pihak  Lain
	3.492.000,00

0,00

3.492.000,00
	3.492.000,00

0,00

3.492.000,00


Beban Penyusutan untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya serta beban amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk masing-masing kelompok Aset dihitung berdasarkan Peraturan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 serta Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015.

Selengkapnya beban penyusutan per kode barang, dapat dilihat pada Kib B,C,D daftar inventaris SKPD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Rekapitulasi Aset Tetap dan asset lainnya beserta Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutannya dapat dilihat pada Lampiran 17 dan 18.
5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

	Perkiraan
	2022
	2021 




Ekuitas


           29.318.231.068.02               29.174.933.939,66
1. Ekuitas Awal




29.174.933.939.66               28.643.000.075,88               
   Koreksi Ekuitas




                       0,00                  (33.860.000,00)
2. Surplus/Defisit LO


            (16.277.666.790.34)  
(15.876.894.203,44)           
3. RK PPKD                                                                       16.420.963.918.70
  16.442.688.067,22
4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan                                      0,00                                      0,00
5. Ekuitas Akhir




29.318.231.068.02
  29.174.933.939,66
Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Ekuitas Awal sebesar Rp. 29.174.933.939.66
 adalah saldo Ekuitas berdasarkan Neraca  per 31 Des 2022.

2. Surplus/Defisit LO sebesar Rp. (16.277.666.790.34) adalah selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO Tahun 2022.
3. RK PPKD sebesar Rp. 16.420.963.918.70 adalah akun penghubung transaksi SKPD dan PPKD tahun 2022 yang akan dieliminasi saat disusun Laporan Konsolidasi.

4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
5. Ekuitas Akhir sebesar Rp 29.318.231.068.02 adalah saldo Ekuitas Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022.

5.5. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.
Dengan diterapkannya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mulai tahun 2016, maka terdapat akun-akun baru pada Neraca sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja yaitu :

1. Penyisihan Piutang

2. Beban Dibayar Dimuka

3. Pendapatan Diterima Dimuka
4. Utang Belanja 

Sedangkan pada Laporan Operasional :

1. Beban Penyusutan dan Amortisasi

2. Beban Penyisihan Piutang

Rekonsiliasi antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas  dengan Laporan Operasional (LO) dengan basis akrual , dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

	Jenis Pendapatan/ Belanja
	LRA
	LO
	Selisih

	Pendapatan Daerah
	292.582.000,00
	292.582.000,00
	0,00

	· Pendapatan Pajak
	
	
	

	· Pendapatan Retribusi Terminal
	292.582.000,00
	292.582.000,00
	

	· Lain-lain PAD Yg Sah
	
	
	

	Jumlah Pendapatan
	292.582.000,00
	292.582.000,00
	0,00

	Belanja Operasi
	16.052.656.168.70
	16.570.248.790.34
	(517.592.621.64)

	· Belanja Pegawai
	8.410.636.078,00
	8.416.076.078,00
	(5.440.000)

	· Belanja Brg & Jasa
	7.642.020.090,70
	7.442.303.872.90
	199.716.217.80

	· Belanja Modal
	660.889.750,00
	0,00
	660.889.750,00

	· Beban Penyusutan & Amortisasi
	0,00
	711.868.839.44
	(711.868.839.44)

	Jumlah Beban
	16.713.545.918.70
	16.570.248.790.34
	143.297.128.36


Penjelasan selisih antara LRA dan LO sudah dijelaskan pada penjelasan Laporan Operasional (LO) dan rekapitulasinya dapat dilihat pada Lampiran 27.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat nomor 4 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja badan/kantor daerah Propinsi Sumatera Barat, Dinas Perhubungan Prop Sumbar merupakan perangkat Daerah Prop Sumbar sebagai unsure pelaksana teknis pemerintah Propinsi dibidang Perhubungan Darat, Laut, Udara, Pos dan Telekomunikasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Sekretaris Daerah.
B. Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Prov. Sumbar sebagaimana ditetapkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 84 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
· Kepala Dinas

· Sekretariat :

· Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

· Sub Bagian Program dan Keuangan

· Bidang Lalu Lintas dan Pembinaan Keselamatan
· Seksi Lalu Lintas
· Seksi Pengendalian Operasional

· Seksi Pembinaan Keselamatan
· Bidang Angkutan Jalan, Perkereta apian dan Pengembangan :

· Seksi Angkutan dan Pemanduan Moda 

· Seksi Pengembang
· Seksi Perkeretaapian

· Bidang Pelayaran
· Seksi Badan Usaha dan Jasa terkait Angkutan Pelayaran 

· Seksi Kepelabuhanan
· Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
· UPTD
UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I

berkedudukan di Padang, meliputi terminal Sago Painan dan terminal

Sawahlunto.

· KA TU UPTD Wilayah I

· Kasi Pengawasan dan Pengendalian Operasional Terminal

· Kasi Penyelenggaraan Terminal

· UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II berkedudukan di Padang Panjang, meliputi terminal Bukit Surungan Padang Panjang, terminal Koto Nan Ampek Payakumbuh dan terminal Piliang Batusangkar.

· KA TU UPTD Wilayah I

· Kasi Pengawasan dan Pengendalian Operasional Terminal

· Kasi Penyelenggaraan Terminal
C. Aspek Strategis Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Barat

1.
Peran Dinas Perhubungan propinsi Sumatera Barat sebagai Pelaksana  Tehknis Perhubungan di daerah.


Sesuai Peraturan Daerah Propinsi  Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan/Kantor Daerah Propinsi Sumatera Barat, tugas pokok Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Barat  adalah membantu Gubernur Sumatera Barat dalam penyelenggaraan pemerintah Propinsi Sumatera Barat dibidang Perhubungan, yang pada dasarnya adalah melaksanakan penataan sistim transportasi dan rekayasa lalu lintas serta pembinaan terhadap kabupaten/kota di bidang perhubungan dengan melengkapai sarana dan prasarana perhubungan secara bertahab baik sector darat, laut, dan udara.




Pelaksanaan tugas pokok Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Barat pada hakekatnya bertujuan untuk melaksanakan kewenangan Desentralisasi dan tugas Dekosentrasi di Bidang Perhubungan Darat, Laut, Udara. 




Berdasarkan uraian diatas, sangat jelas bahwa peran Dinas Perhubungan sesuai kewenangan pemerintah propinsi di bidang Perhubungan mempunyai cakupan  yang luas dalam rekayasa lalu lintas untuk menjamin terwujudnya pelayanan jasa transportasi yang handal dan terpadu.
2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Barat Komposisi Desember 2022 sebanyak 82 orang

	No
	Uraian
	Jumlah

	1
	Gol IV
	10

	2
	Gol III
	41

	3
	Gol II
	31

	
	Jumlah

	82


BAB VII

P E N U T U P
Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 Berbasis Akrual telah disusun sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Dari Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa secara umum rencana-rencana strategis yang ditetapkan telahd apat dipenuhi, meskipun ada di antara rencana tersebut yang belum sepenuhnya tercpai 100%. Berbagai keberhasilan yang telah berhasil diraih akan selalu dijadikan model untuk melanjutkan pembangunan pada Dinas Perhubungan, sedangakan hambatan dan kendala yang ditemui akan dijadikan pengalaman berharga untuk peningkatan kinerja kedepan.

Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan meningkatkan transparasi sebagai mana yang diamanatkan oleh undang-undang yang berlaku dalam penyampaian laporan keuangan. 



Sehubungan dengan kondisi tersebut kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, dengan maksud untuk penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat untuk periode yang akan datang, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan.
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